PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Jin. Brigien M. Isa, SH Km. 2 Tlp. (0265) Y42585 - 2732815 Fax, [0265) 742585
Komplek Perkantoran Purwaharja - Kota Banjar 46331

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR : 503003 /DPMPTSP/IP-NONFORMAL/IV /2023

Membaca : Permohonan [zin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dari
Sdr/i LKP KURNIA Nomor Pendaftaran 3279-01022023.4574
Tanggal 0% Februari 2023;

Menimbang : a. Bahwa dalam Pengelolaan dan Pendirian Pendidikan dimana
untuk Pendirian satuan Pendidikan harnis memiliki [zin Pendirian;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
butir 1 (satu) diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar
tentang I#in Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal,

Mengingart : L. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
4235);

Undang-Undarng Republik Indonesia MNomor 27 Tahun 2002
tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
Undang — Undang Republik Indenesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Momor 78, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Namor 4301);

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587}, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44096);

Peraturan Pemerintah Republik Indenesia Nomor 66 Tabun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun
2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Lembaran Negara Republil: Indonesia Nomoar 5157);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasiz Risiko;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh
Satuan Pendidikan Non Formal;

Peraturan Menterd  Pendidikan dan  KEebudayaan Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Non Formal;

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomeor 2 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [Lembaran Daerah
Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Banjar Nomor 1);

Peratiran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar




(Lembaran Daegrah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1.3);

Peraturan Daerah Kota Banjar Nemor 11 tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Wali Hota Banjar Nomor 5 tahun 2023 tentang
Fendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Waliknta Banjar Nomor 64 tahun 2020 tentang Standar
Dperasional Prosedur Pelayanan Penzmnan Terintegrasi Secara
Elektronik Pada Dinas Penanamean Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banjar;

Surat Edaran Nemor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin
Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1.  Saran/Pertimbangan Teknis Sebagai Bahan Penerbitan ljin dari
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar dengan Nomor :
P/ 321 / 421.9 / Disdikbud / [T / 2023 tanggal 14 Maret 2023;
Verifikasi Teknis Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup {SPFPL) dari Dinas
Linglungan  Hidup Kota  Banjar dengan  Nomor
P/660.1/16/DLH /2022 tanggal 15 Februari 2022,

MEMUTUSHAN

Menetaplkan -

KESATU : Pemberian lzin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kepada ¢
Nama Lembaga : LKP KURNIA
Marna Pemilik : YENTI SRIMULYATI
Alamat Lembaga : Gang Sukma Lingk, Lemburbalong RT. 003 RW,

008 Kel. Pataruman Kec. Pataruman
Kota Banjar.
Alamat Pemilik i Lingk. Lemburbalong RT. 003 RW. 008 Kel.
Pataruman Kee. Patariyman Kota Banjar.
Kegiatan Usaha 1 85492 — Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi
Informasi dan Kemunilcasi) Swasta.
Program Lembaga Kursus dan Pelatihan

KEDUA : Hal-hal lain yang hr.lum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan
kermadian.

KETIGA : Izin dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut kembali apabila
pemegang izin melakukan  pelanggaran-pelanggaran  terhadap
peraturan perundang-undangan vang berlakua.

KEEMPAT i Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini Berlaku selama pelakua
usaha memjalankan uisaha dan tidak ada perubahan

Ditetapkan di Banjar
Pada Tanggal 27 April 2023
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0802220045437

Berdasarkan Perafuran Pemeriniah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Clpta Karja,
Pemerintah Republik Indonesia menarbitkan Momor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha I YENTI SRIMULYATI

2. Alamat (LINGKUNGAN LEMBLIR BALONG RT 03 RW 08 KEL PATARLIMAN
KOTA BANJAR | Desa/leluranan Pataruman, Kec, Pataruman, Kola
Banjar, Provinsi Jawa Barat

3. Nomor Telepon Seluler 1 +E282310050445

Email ! lembaga kursus kumia.kota banjar@@gmail.com
4, Konde Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran

(KELI}
5. Skala Usaeha : Usaha Mikro

MIB ini berlaky di seluruh wilayah Republik Indenesla selama menjalankan kegistan usaha dan beraku sebaga Angka Pengenal
Impar (APKP), hak akses kepabeanan, sera pendaftaran kepesertasn jaminan sosial kesehatan dan jeminan  sosal
ketenagakerjaan,

Pelaku Usaha dengan MNIB tersebul di alas dapat melaksanakan kegiaitan berusaha sebagaimana iedampir dengan itetap
meamperhalikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 Februan 2022
Perubahan ke-1, tlanggal: 8 Februan 2023

Menteri Investasil
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani 2ecara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Februarn 2023

1. Dokpmenin ditgrbitkan sistem 055 borgdagarkan dala dan Palaky Usaha, lersimaan dalnm sistem 055, yang meniadi tanggung jeab
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4. Oale mngiap Pevizinan Barusaha gapar siperaiah medais sistem DSS mengounskasn hak akses




